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PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
=  : : : :  i _ :

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 08 TAHUN 2003

TENTANG

DANA CADANGAN UNTUK PENYERTAAN IPADA

PEMBANGUNAN HOTEL GORONTALO QIUALIW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

M p n i m h a n n, . v v . . J e bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah

Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok

Pengelo laan Keuangan Daerah Pasal  20 ayat  (2)  per lu

d isusun ketentuan pengelo laan Dana Cadangan untuk

Penyertaan Pada Pembangunan Hotel Gorontalr

Qual l ty;

bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf  a ,  per lu  membentuk Peraturan
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Pembangunan Hotel Gorontalo Qual i ty

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentan, ;

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 60,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentanrS

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3B+0; gl -
I
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3. Undang-undang 

Nomor 28 Tahun rY>a L

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dart

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nom or 75' Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3851);

4, Undang-undang 
Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 206' Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3952);

5. UnOang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang

pembentukan Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 258' Tambahan Lembaran Negara

Nomor a060 ) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Dana pe'imoa.nsi:,:::T:' 
xt;"r,Ji':#:

Nomor 4021) sebagatm

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2C101

(Lemoaran Negara Tahun 2001 Nom or !57 '  Tambaltan

Lembaran Negara Nomor 4165);

1' Peraturan Pemerintah Nomor 105 
-l-ahun 2000 tent'ang

Dana Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202'

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022)''

B' Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun .1000

Nomor 204 ' Tambahan Lembaran Negara Nlomor

4024)','

9' Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang

Tata Cara Pertanggung-jawaban 
Kepala Daeran

(Lentbaran Negara Tahun 2000 Nomor 209 '

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4A2'1)''

10' Peraturan Pemerintah Nomor 65 
'Iahun 2001 t':ntang

Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun ''1Ol'*;*ot

118' Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 );  \  
'
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Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001

Nomor 119,  Tambahan Lembaran Negara Nomor

4139);

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 39 Tahun

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun

2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belan;a

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2003'

Dengan Persetujuan

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPRoVINSIGoRoNTALo

MEMUTUSKAN :

MenetaPran PERATUMN DAERAH PROVINSi GORONTALO TENTANG

DANA CADANGAN UNTUK PENYERTAAN PADA

PEMBANGUNAN HOTEL GORONTALO QUAL]TY'

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da|am Peraturan Daerah ini  yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo'

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah besr:fta

perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan

Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo'

3, Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut

DPRD,adalahBadanLegis la t i fDaerahProv ins iGorontat |o .

4, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan

Pemer in tahanDaeraho tonomo lehPemer in tahDar : rah

dan DPRD menurut azas desentral isasi '

5. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo 4 -
I
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6, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah'  selanjutnya

disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan

Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah

tentang APBD.

7, Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk:

menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif

cukup besar yang t idak dapat dibebankan dalam satu

Tahun Anggaran'

B. Pembangunan f is ik hotel adalah penyediaan dan

pend i r ranbangunansesua idenganke ten tuan tekn is t i dak

termasuK sarana penunjang sepert i  peralatan meslrr

kantor, meubelair,  dan penunjang lair tnya

9.  Kontr ibus i  Tahunan pener lmaan APBD adalah a loka: ; i

belanja dari  APBD yang akan disisihkan ke Dana

Cadangan dalam satu tahun anggaran

10.Al iran Kas adalah kalkulasi penerimaan dan pengeluaran

berdasarkan prinsip kas dan elemen yang mempengarultr

posisi kas.

l l .Transparan adalah pr ins ip  pengelo laan keuangan d imana

proses pengambilan keputusan dapat diketahui ole l t

Pub l i k .

12.  Akuntabel  adalah pr ins ip  pengelo laan keuangat t

berdasarkan prinsi p-prinsi p akuntansi keuangan'

13,  Audi tabel  adalah pr ins ip  pengelo laan keuangan !anq

memungkinkan pihak independent untuk mengu1r

kesahihan catatan-catatan Keuangan'

BAB II
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Dana Cadangan

menyiapkan dana PembaYaran atas

pembangunan f is ik Hotel Gorontalo Qual i ty '

adalah untuk

penYertaan

ol- -
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Pasal 3

Pembentukan Dana Cadangan sesuai dengan tu;uan

dalarn Pasal 2 dimulai pada Tahun Anggaran 2003 dan

ditutup selambat-lambatnya tahun anggaran 2005 atau l

(satu) tahun anggaran setelah pembangunan f is ik selesai

BAB III
SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 4

Dana cadangan bersumber  dar i  kont r ibus i  tahunan

penerimaan APBD dalam tahun berjalan kecual i

penerimaan dari  Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah,

dan Dana Darurat

Pasal 5

Kontr ibusi tahunan Penerimaan

dis is ihkan ke Dana Cadangan

Peraturan Daerah tentang APBD

pr ior i tas pembangunan.

APBD yang akan

dicantumkan dalarrr

berdasarkan skal;r

Pasal 6

Dana Cadangan yang terbentuk bersi fat  kumulat i f  sejat l l

penyis ihan pertama kal i .

BAB IV
PEMBENTUKAN DAN BESARNYA

DANA CADANGAN

Pasal 7

(1) Dana Cadangan kumulat i f  untuk pembangunattt

Hotel Gorontalo Qual i ty dapat disisihkan set inggi-

t ingginya Rp.  12.750.000,000 (duabelas mi lyar

tu juh ra tus l ima puluh ju ta  rup iah)  dengat t

memperhatikan waktu pembentukan dalam Pasal ' l

dan skala prior i tas pembangu nan. ( -
I
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(2) Untuk penyisihan peftama kali ditetapkan sebesar

Rp. 5.000.000.000 (l ima milyar rupiah) yang

dibebankan dalam APBD tahun anggaran 2003'

(3) Penyisihan untuk tahun anggaran 2004 dan

selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah

tentang APBD.

Pasal 8

Perubahan jumlah dan waktu yang melampaui ketentuart

pasal 3 dan Pasal 7 harus memperoleh persetu;uan

DPRD,

Pasa l  9

Kepala Daerah menghent ikan penyis ihan Dana Cadangatt

j ika tu juan pembentukan Dana Cadangan dalam Pasal  '2

telah tercapai .

Pasal 10

(1) Penyisihan Dana Cadangan dapat di lakukan set iap

akhi r  t r iwulan da lam Tahun Anggaran ber ja lar r

berclasarkan Laporan Triwulan darr Aliran Kas siszt

waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa'

(2) Setiap penyisihan merupakan pengeluaran untul ' l

Dana Cadangan yang membebani  APBD'

(3) Penyisihan di lakukan secara proporsional sesuai

real isasi Penerimaan,

(4) Dana Cadangan disimpan dalam suatu rekening

khusus.

BAB V
PENGELOLAAN DANA CADAI\IGAN

Pasal  11

Kepala Daerah menetapkan Pengelola Dana Cadangan

dengan keputusan KePala Daerah + '
I



Pasal  L2

Pengelola Dana Cadangan bertugas menerima,

menyimpan,  memindahbukukan ke Rekening Kas Daerah,

mencatat dan melaporkan secara berkala posisi  dan

perkembangan Dana Cadangan kepada Kepala Daerah

dan DPRD.

Pasa l  13

Penge lo la  t idak  d iperkenankan menempatkan Dat ta

Cadangan pada Reksa Dana yang ber is iko  t ingg i .

Pasal 14

Hasi l  pengelo laan Dana Cadangan se luruhnya harus

disetorkan ke Kas Daerah dan merupakan bagian dari

Pendapatan Asl i  Daerah.

Pasal 15

Tata cara pengelolaan lebih lanjut  d i tetapkan dengan

keputusan Kepala Daerah.

BAB VI
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

Pengelola Dana Cadangan waj ib menyelenggarakan

pencatatan dan pembukuan secara transparan, akuntabel

dan auditabel

Pasal  17

waj ib membuat laporart

Cadangan kepada Kepala

Pengelola Dana Cadangan

tr iwulan perkembangan Dana

Daerah 4 
'
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BAB VII
PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 18

Jumlah Dana Cadanqan yang akan di t ransfer atau

dipindahbukukan ke APBD dicantumkan dalam Peraturan

Daerah tentang APBD tahun berkenaan untuk

membelanjai kegiatan sesuai dengan tujuan

pembentukannya.

Pasa l  19

Jumlah Dana Cadangan di t ransfer ke APBD pal inr3

lambat  te lah  d ip indahbukukan pada semester  pe f tama

dari  tahun anggaran yang menerima l : ransfer masuk.

BAB VII I
PEN GAWASAN PENG ELOLAAN

DANA CADANGAN

Pasal 20

Kepala Daerah menyelenggarakan pengawasan atas

pengelolaan Dana Cadangan dan melaporkannya secara

berkala keoada DPRD,

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal  ha l  yang belum cukup d ia tur  da lam Peraturan

Daerah in i  sepanjang mengenai  pe laksanaannya akan

diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal  22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

d iundanokan,  t f -
I



Agar set iap

Pera turan  Daera l r  in i ,

Gorontalo, fil-
I

orang mengetahuinya,

dengan penenrpatannya

memer in tah l<an

dalam l -enrbaran

n r r n a r r n d r n n l nr u L r r  r Y U r l

Daerah Provin: ; i

Diteta p ka n cl i  Goronta lo
pada tanggal 30 Junl 2003

GUBERNUR GORONTALO,
r l \
\  \ [ l , 0  ,

\\ M l\&,va^l--
\\-u, r
\ \
\  \  FADEL MrJt - tAMMAD

\

D iur tdangl . lan c lL  Gorct i t t ,_r  t i
pada tanggal 30 Juni 2003

SEKRETARIS  DAERAH PROVINSI  GORONTALO

M A N S U R  J U S U F  D E T U A G I :

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GCRO|TTALC
TAHUN 2OO3 NOI" IOR 04 SERI  ' '  A  . . "



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 08 TAHUN 2OO3

TENTANG

DANA CADANGAN UNTUK PENYERTAAN PADA PEMBANGUNAN HOTEil .

GORONTALO QUALITY

I .  UMUM

Untuk memajukan par iwisata seta mendukung akomodasi  b isn is  d i

Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo serta Qual i ty Grot lp

mpmhancr rn  q -F , ,  hn fa r  \ / i na  be r ta ra f  I n te rnaS iOna l .  Beban  Keb i j akan  ;n i
- d L U  l l u L t r l  y o l l 9  L

akan dipikul Secara bersama-sama mengingat besarnya biaya yarrg

d iner l r rkan.  FLrnos i  Pemer in tah adalah memfas i l i tas i  ik l im Investas i  h ing3a
u l l J v l  l v l \ u r  l ,  I  u r  r Y J t

sektor  in i  mampu tumbuh dan berkembang secara mandi r i .

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provrnsi Gorontalo Nomor 39

tentang Pekok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah

diperkenankan untuk menyisihkan secara bertahap dana atas beban AF'} l lD

untuk membiayai  kegiatan yang membutuhkan dana re la t i f  besar  dan t idak

dapat  d ibebankan dalam satu tahun anggaran,  Penyis ihan pembiayaan

seper t i  in i  da lam s is tem penganggaran Pemer in tah d isebut  dengan dana

cada nga n.

Untuk mel indungi  kepent ingan publ ik ,  peny is ihan dana harus d isepakat i

dpnnan n ihak len is la i i f  mela lu i  suatu Peraturan Daerah yang secara
L J U l l y 9 l l  P r r  r e r \  r v v ' J I e ! "

transparan mengatur tujuan pembentukan, tata cara pembentukan, t, i ta

r , , r A  n p n n p l n l - - ^  . r - ^  r r r r  . 1 r a  n e n a e m h a l i a n  d a n a  t e f S e b U t  k e  d a l a m
r , - ' , J - ' ' ' d d l l /  u d l l  t o L o  L o l o  P a l l v u l  ! r u u r r q r  I

APBD,
pembentukan dana cadangan t idak dapat  d iar t ikan secara sempi t  sebagai

suatu dana menganggur (ldle cash) akan tetapi merupakan pretktik

manajemen publ ik  yang baik  yakni  menghindarkan eksekut i f  melakuf lan

mlssmanagement yakni membuat komitmen pembayaran dengan pihak

ketiga yang anggaran t idak tersedia dalarn APBD. Pembentukan clana

r -adancan . j1oa  mer lnakan sarana npmhela ia ran  hag i  pe laksana keg ia tan  f f  -
L g u o l  l 9 u l  I  J u y u  I l l \ , l  L / v u l \ s l  I  J e r  e r  r e  l . / v r  I  r v v r e J e r  v r  |  
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untuk merencanakan menimbang resiko pembiayaan dar i  suatu keputus;an

kebi jakan dalam pelayanan publ ik .  t f  -
\

I]. PASAL DEMI PASAL

Pasal  1  sampai  dengan 21 :  cukup je las

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR .. .6.7 . .
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